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Abstrak
 

Kebijakan sektor pertambangan umum mengupayakan menarik minat investor dalam mengalokasikan modal

usahanya dalam bidang pertambangan mineral dan batubara baik bagi PMA dan swasta nasional. Dengan

ketersediaan prospek potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Negara Indonesia inilah yang akan

diharapkan untuk dikelola oleh investor di dalam melaksanakan pembangunan.

 

Kebijakan sektor pertambangan umum adalah suatu kontrak berupa perjanjian antara Pemerintah Indonesia

dengan para investor di dalam mengembangkan potensi sumber daya alam. Namun kebijakan tersebut

kemungkinan mengalami hambatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, analisis dari pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum

dipengaruhi oleh faktor kebijakan itu sendiri, pelaku Kebijakan dan lingkungan dari pada kebijakan itu.

 

Penelitian yang dilakukan adalah mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan studi lapangan yang

menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan pelaku kebijakan sektor pertambangan

umum di daerah Propinsi Sumatera Barat dan sumber lainya yang turut mempengaruhi pelaksanaan

kebijakan itu.

 

Tujuan dari penelitian ini adalah berupaya melihat sejauh mana kepastian hukum dapat menjamin kebijakan

sektor pertambangn umum yang diwujudkan dalam kontrak dapat berjalan dengan perubahan-perubahan

yang terjadi di masa depan.

 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan itu masih dijalankan namun perlu dibenahi

karena terdapat beberapa kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat saat ini dan

kebutuhan terhadap kemajuan dan kemunduran dari pada kegiatan usaha pertambangan itu. Selain itu

kondisi sumber daya manusia, ekonomi setempat dan lingkungan di daerah Propinsi Sumatera Barat

menyebabkan pelaksanaan kebijakan itu mengalami hambatan.

 

Sehubungan dengan.hal di atas maka penelitian Kebijakan Sektor Pertambangan Umum menyimpulkan

bahwa kebijakan sektor pertambangan umum tetap mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui

sosialisasi di daerah-daerah dan perlu persiapan masa transisi untuk transformasi ke daerahdaerah secara

bertahap untuk lebih memantapkan beban kerja.

 

Hal di atas berkaitan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tahun 2000 sampai
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tahun 2004 bahwa salah satu misinya adalah menyusun dan mengembangkan perangkat regulasi bidang

pertambangan umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

 

Pada periode mendatang untuk meningkatkan pelaksana kebijakan sektor pertambangan umum perlu

dipersiapkan program yang sesuai dengan kondisi daerah itu sehingga tidak banyak mengalami hambatan di

lapangan. Namun hasil dari pada kebijakan itu diupayakan dapat mendatangkan peningkatan penerimaan

yang maksimal bagi pemerintah pusat maupun daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan bangsa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.


